RENCANA A
TAHUN ANGGAR

BADAN PENGELOLAAN KE!I

TARGET KINERJA
No SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/S INDIKATOR
STRATEGIS ™I | TWII | TwWin | Tw 111 UB KEGIATAN
Mewujudkan Terselenggaranya
Penyelenggaraan | Pemerintahan yang PROGRAM PENUNJANG
Pemerintahan baik dan bebas dari URUSAN PEMERINTAHAN
1 Daerah yang baik KKN DAERAH
(Good Governance) KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jumlah Dokumen
Penganggaran, dan Perencanaan,
A gangg:
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD dan
1 25 25 25 25 |Penyusunan Dokumen RKA-{ Laporan hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
Koordinasi dan
2 50 50 Penyusunan Dokumen Peit?;i};r?lgll{(XZ?PD
perubahan RKA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan laporan
3 100 Capaian Kinerja dan Ikhtiar e}rllasulllll{ggr:cli;nisrlan
Realisasi Kinerja SKPD penyusunan ‘aporan
capaian kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi
4 25 25 25 25 Daerah Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan ]uml?h. Lapo.r an
B Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
8 daerah yang tepat waktu
Penyediaan administrasi ]umlal.l Dokume.n .hasﬂ ;
5 40 20 30 10 Pelaksana Tugas ASN Penyediaan Administrasi
5 pelaksanaan tugas ASN.
Administrasi Pendapatan ].u.mlah .Laporan
Daerah Kewenangan Administrasi Pendapatan
ey Daeral% Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah
Jumlah data Pendapatan dan
6 50 50 gir.lgl? t;;r;]zi aDr;i’:arLdaftaran Pendaftaran Objek Retribusi
) ) Daerah
Administrasi Jumlah ASN/Non ASN yang
. dilakukan Pendataan dan
C kepegawaian Perangkat L .
Daerah Pengelolalaan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah ASN/Non ASN yang
Pendataan dan Pengolahan | dilakukan Pendataan dan
7 50 | 50
Administasi Kepegawaian | Pengelolalaan Administrasi
Kepegawaian




Koordinasi dan

Jumlah Laporan hasil
Koordinasi dan Pelaksanaan

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25 25 25 25 Pelaksana.lan Sistem . Sistem Informasi
Informasi Kepegawaian ;
Kepegawaian
A . Jumlah Laporan Hasil
25 25 50 Mor?lt(.mng,. Eva?luasL dan. Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai o . .
Penilaian Kinerja Pegawai
Administrasi Umum Jumlah .Admlmstra51 Umum
Perangkat Daerah yang dilaksanakan Secara
8 Akuntabel
Penyediaan Peralatan dan | Jumlah paket Peralatan dan
25 25 25 25 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
. Jumlah Barang Cetak dan
Penyediaan Barang Cetakan .
25 25 25 25 dan Penggandaan Penggada}an yang di
sediakan
Penyelenggaraan Rapat N
L . Jumlah Rapat Koordinasi
20 30 20 30 [Koordinasi dan Konsultasi dan konsultasi SKPD
SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Persentase Unit Kerja
Koordinasi dan yang melaksanakan
Penyusunan Rencana koordinasi dan
Anggaran Daerah Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
50 50 Koordinasi dan Jumlah Dokumen KUA dan
Penyusunan KUA dan PPAS PPAS yang disusun
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Perubahan KUA dan
65 35 Penyusunan Perubahan Perubahan PPAS van
KUA dan Perubahan PPAS ) yang
disusun.
50 50 Koordinasi, penyusunan Jumlah RKA-SKPD yang
dan Verifikasi RKA-SKPD diverifikasi
Koordinasi, penyusunan Jumlah Dokumen
25 75 dan Verifikasi Perubahan | perubahan RKA-SKPD yang
RKA-SKPD di Verifikasi
10 20 70 koordinasi, Penyusunan Jumlah DPA SKPD yang
dan verifikasi DPA-SKPD Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan
10 30 60 |dan Verifikasi Perubahan J ;Ir(r;laDh ;’sn}l)bii};;r;ﬂ?;?
DPA-SKPD yang
Koordinasi dan Jumlah peraturan daerah
Penyusunan Peraturan tentane APBD dan
60 4( |Daerah tentang APBD dan 8
peraturan Kepala Daerah
Peraturan Kepala Daerah tentane peniabaran APBD
Tentang Penjabaran APBD gpen
gzzrﬁéiis;rfggraturan Jumlah Peraturan Daerah
Daei‘/ah tentane APBD dan Tentang Perubahan APBD
10 65 25 8 dan Peraturan Kepala

Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Kepala Daerah




21

22

Koordinasi dan

Jumlah dokumen Regulasi

23

24

25

26

27

28

29

30

30 10 30 30 [Penyusunan Regulasi Serta serta kebijakan bidang
Kebijakan Bidang Anggaran Anggaran
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen hasil
10 10 60 20 Anggaran Pendapatan perencanan pendapatan
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen hasil
20 50 20 10 Anggaran Belanja Daerah koordinasi Per?ncanaan
anggaran belanja daerah
Pembinaan Penganggaran m];:lii};t?rfﬁéigin
50 10 20 20 |Daerah Pemerintah 5 P
Kabupaten/Kota penggaran daerah
pemerintah kabupaten/kota
Persentase Unit Kerja
Koordinasi dan Yang Melaksanakan
Pengelolaan Koordinasi dan
Perbendaharaan Daerah Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen hasil
100 Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Kas Umum
Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen hasil
100 Pengendalian dan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD dan SPD
Koordinasi, Pelaksanaan ]umla.h D(?kumen hasil
. koordinasi pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan )
. . kerjasama dan Pemantauan
100 Transaksi Non Tunai . .
transaksi non tunai dengan
dengan Lembaga Keuangan
Keuanean Bukan Bank lembaga keuangan bukan
& BANK
Jumlah Laporan hasil
Realisasi penerimaan dan
Koordinasi dan pengeluaran kas dan
Penvusunan Laporan Penyetoran Perhitungan
yust P fihak ketiga ( PFK) dan
realisasi Penerimaan dan . -
laporan Hasil Koordinasi
Pengeluaran Kas daerah,
. dalam rangka Penyusunan
100 Laporan Aliran kas ,dan . .
laporan realisai Penerimaan
Pelaksanaan Pemungutan /
Pemotonean dan dan Pengeluaran kas daerah
5 , , laporan aliran kas dan
Penyetoran perhitungan
pihak Ketiga (PFK) pelaksanaan Pemungutan
/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga ( PFK)
Rekonsilasi data Jumlah Dokumen hasil
penerimaan dan Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
100 g Enmglfrlll;iiz?l I;:rsl serta Pengeluaran Kas serta
Pemotongan Atas SP2D pemungutan dan
. . ) Pemotongan Atas SP2D
dengan instansi terkait . . .
dengan instansi terkait
Pembinaan Penatausahaan njgr?lii};t?;a:rigi?;in
100 keuangan Pemerintah 8

kabupaten/Kota

Penata Usahaan keuangan
Pemerintah Daerah




31

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Persentase Unit Kerja
Yang Melaksanakan
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

32

Rekonsiliasi dan Verfikasi
aset, Kewajiban, ekuitas,

Jumlah dokumen hasil
Rekonsiliasi dan Verfikasi

33

34

35

36

37

38

25 25 25 25 Pendapatan, belanja, Biaya, aset, Kewajiban, fekul.tas,
endapatan-LO dan beban Pendapatan, belanja, Biaya,
p p pendapatan-LO dan beban
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Penyusunan laporan
25 25 25 25 |Pertanggungjawaban bulanan, triwulan dan
Pelaksanaan APBD bulanan,| semesteran OPD yang tepat
triwulan dan semesteran waktu
Konsolidasi laporan
Jumlah Laporan Keuangan
keuangan SKPD, BLUD dan
25 25 25 25 Laporan Keuangan OPD dan BLUD yang
. Akuntabel
Pemerintah daerah
Koordinasai dan
penyusunan Rancangan Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi| Pelaksanaan APBD Provinsi
50 40 10 dan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Kepala Daerah tentang
Penjabaran Penjabaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
12 i)r;}; isnunan Analisis Jumlah analisis laporan
20| %0 Pertanggungjawaban daorah yang akuntabel
Pelaksanaan APBD yang
Dy e D Gl Persentase Pengelolaar.l
s o Data dan Implementasi
Implementasi Sistem . .
. . Sistem Informasi
Informasi Pemerintah .
. Pemerintah Daerah
Daerah Lingkup .
Lingkup Keuangan
Keuangan Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen hasil
50 50 Inventarisasi dan Analisis Infentarisir dan analisa
Data Bidang Keuangan data Bidang Keuangan
daerah
. Jumlah dokumen hasil
Implementasi dan .
. . Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem . .
. . Pemeliharaan Sistem
50 50 Informasi Pemerintah . .
. Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan .
Daerah Bidang Keuangan
Daerah
Daerah
Jumlah orang yang
Pembinaan Sistem mengikuti Pembinaan
Informasi Pemerintah Sistem Informasi
30 40 20 10 [Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Bidang

Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Keuangan Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota




Meningkatnya

3 Kinerja Pengelolaan PROGRAM PENGELOLAAN
BMD BARANG MILIK DAERAH
Persentase Unit Kerja
L Pengelolaan Barang Milik | Yang Melaksanakan
Daerah Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Penyusunan Standar Jumlah Standar Barang
Barang Milik Daerah dan milik Daerah dan Standar
39 20 40 40 20 Standar Kebutuhan Barang | Kebutuhan Barang Milik
Milik Daerah Daerah
Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penata
40 25 25 25 25 Milik Daerah usahaan BMD
R ... |Jumlah Laporan Hasil
41" 10 40 40 10 Inventarisasi Barang Milik Inventarisasi (LH) Barang
Daerah .
Milik Daerah
R Jumlah Dokumen Hasil
Optimalisasi Penggunaan, e
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan Pemanfaatan,
42 15 35 35 15 ’ Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
engahapusan barang milik Pemusnahan dan
penganap J Penghapusan Barang Milik
Daerah
Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Jumlah Laporan Hasil
43 25 25 25 25 |penyusunan laporan Rekonsilasi dan penyusunan
barang milik daerah Laporan BMD pada SKPD
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Barang
44 25 25 25 25 barang milik daerah Milik daerah yang disusun.
Pembinaan Pengelolaan Jumlah orang yang
45 50 50 barang milik daerah mengikuti Pembinaan
Pemerintah kabupaten pengelolaan aset/barang
/kota Opd mengikuti diklat teknis
Meningkatnya
Kemandirian
4 Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN
& PENDAPATAN DAERAH
Persentase Unit Kerja Yang
M Kegiatan Pengelolaan Melaksanakan Kegiatan
Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Perencanaan Pengelolaan |Jumlah Dokumen Perencana
46 25 25 25 25 Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah
Anal;za};i; gfeir;ieg:: t;?angan Jumlah Dokumen Analisis
47 25 25 25 25 Penyusunan Kebijakan pengembangan Pajak
. Daerah
pajak daerah
Penyuluhan dan J L‘e‘r‘l‘li};iizgr;;npelaksanaan
48 50 25 25 |Penyebarluasan Kebijakan peny

Pajak daerah

penyebarluasan kebijakan
Pajak Daerah




49

50

Pengelolaan, Pemeliharaan

Jumlah Laporan hasil
pengelolaan, pemeliharaan

51

52

53

54

55

56

25 25 25 25 g?laiiiztr);in Basis Data dan pelaporan basis data
) dan pajak daerah
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) serta |Jumlah Pemungutan Objek
30 30 30 10 Bea Perolehan hak atas Pajak PBB P2
tanah dan bangunan
(BPHTB)
Penetapan wajib pajak Jumlah Dokumen Wajib
25 25 25 25 daerah Pajak Daerah
Jumlah laporan
permasalahan yang telah
Pelayanan dan Konsultasi |ditindaklanjuti dan yang
50 25 25 Pajak Daerah belum ditindaklanjuti
dokumen pelayanan dan
konsultasi pajak daerah
Penelitian dan Verifikasi gilr;l lli}ll{;)[?];;nm;ﬁi}; inc‘;”aflah
25 25 25 25 gzt;;? laporan Pajak verifikasi data pelaporan
pajak daerah
Jumlah Dokumen tertagihan
enagihan Pajak Daera yang memiliki Piutang
25 50 25 [P ihan Pajak D h WP iliki Pi
Pajak
Pengendalian, Pemeriksaan .
. Jumlah Dokumen Hasil
25 25 25 25 gzr;rl:;ngawasan Pajak Pemeriksaan
Pembinaan dan Jumlah laporan pembinaan
25 25 25 25 |Pengawasan Pengelolaan dan pengelolaan Pajak

Retribusi Daerah

Daerah dan Retribusi
Daerah

CATATAN :




Tanda bewarna _ Merupakan waktu pelaksanaan



WKSI
AN 2024
UANGAN DAERAH

1,512,862,500
1 Dokumen 612,956,000
1 Dokumen 99,941,000
4 Laporan 399,989,500
2 Laporan 399,976,000
6,149,981,000

12
Dokumen 6,149,981,000
49,999,500
6 Dokumen 49,999,500
999,720,000
50 Orang 299,720,000




1 Laporan 300,000,000

1 Laporan 400,000,000

2,991,253,000

35 Jenis 600,000,000
4 Paket

4 Laporan 2,091,254,000

o IIII

1 Dokumen 400,642,500
1 Dokumen 249,990,500
1 Dokumen 499,988,000
1 Dokumen 499,994,500

43 OPD/ 199,993,000

Dokumen

43 0PD/ 199,994,000

Dokumen
2 Dokumen 1,999,968,000 I
2 Dokumen 1,999,809,000




7 Dokumen 1,499,996,000
1 Dokumen 399,996,000
2 Dokumen 499,968,000
56 Orang 849,394,000
2,147,288,000
4 Dokumen 599,996,000
56
Dokumen 299,957,000
12
Dokumen 199,953,000
12 Laporan 359,986,000
56
Dokumen 299,928,000

56 Orang

387,468,000




2,499,906,500

1 Dokumen 399,996,000
12 Laporan 499,982,000
1 Laporan 399,938,000
2 Dokumen 1,000,000,000
1 Laporan 199,990,500
899,933,000

1 Dokumen 99,996,000
2 Dokumen 199,994,000
8 Orang 599,943,000




4,502,230,000

200
Dokumen 199,988,100
56 Laporan 499,989,500
1 Laporan 2,572,318,700
4 Dokumen 399,985,500
56 Laporan 299,991,000
2 Laporan 329,990,200
56 Orang 199,967,000

6,350,335,300

2 Dokumen 199,988,100
10
Dokumen 499,989,500

17 Laporan

2,572,318,700




12 Laporan

299,749,000

2 Objek
Pajak 398,750,000

200
Dokumen 199,912,000
3 Laporan 199,931,000
1 Dokumen 384,198,000
2 Dokumen 399,959,000

17
Dokumen 599,072,000
2 Laporan 596,468,000

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE. M.Si
Pembina TK.1 /IVb
Nip. 19801209 200604 2 019










RENCANA A
TAHUN ANGGAR

BADAN PENGELOLAAN KEL

TARGET KINERJA
No SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/S INDIKATOR
STRATEGIS ™I | TWi | Twir | Tw 11 UB KEGIATAN
Mewujudkan Terselenggaranya
Penyelenggaraan | Pemerintahan yang PROGRAM PENUNJANG
Pemerintahan baik dan bebas dari URUSAN PEMERINTAHAN
| Daerah yang baik KKN
DAERAH
(GOOd Governance) KABUPATEN/KOTA
A Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan administrasi ]umlal.l Dokume.n .hasﬂ .
1 40 20 30 10 Pelaksana Tugas ASN Penyediaan Administrasi
5 pelaksanaan tugas ASN.
Administrasi Umum Jumlah Administrasi Umum
B Perangkat Daerah yang dilaksanakan Secara
8 Akuntabel
Penyelenggaraan Rapat N
L . Jumlah Rapat Koordinasi
2 20 30 20 30 glgg]gdmam dan Konsultasi dan konsultasi SKPD
I PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Persentase Unit Kerja
Koordinasi dan yang melaksanakan
C Penyusunan Rencana koordinasi dan
Anggaran Daerah Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
3 50 50 Koordinasi dan Jumlah Dokumen KUA dan
Penyusunan KUA dan PPAS PPAS yang disusun
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
4 65 35 Penyusunan Perubahan PE?EEZE:EHPI;ZAS dj:l
KUA dan Perubahan PPAS ) yang
disusun.
Koordinasi, penyusunan Jumlah RKA-SKPD yan,
5 50 | 50 e yane
dan Verifikasi RKA-SKPD diverifikasi
Koordinasi, penyusunan Jumlah Dokumen
6 25 75 dan Verifikasi Perubahan erubahan RKA-SKPD yan
p yang
RKA-SKPD di Verifikasi
koordinasi, Penyusunan Jumlah DPA SKPD yang
7 10 20 70 dan verifikasi DPA-SKPD Diverifikasi
Koordinasi, Penyusunan
8 10 30 6(0 |dan Verifikasi Perubahan J ;Irg;l aDhy;Tglll)biileliir;i]]z;?
DPA-SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Jumlah peraturan daerah
9 60 40 |Daerah tentang APBD dan tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran APBD tentang penjabaran APBD




10

11

Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan

Jumlah Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD

12

13

14

15

16

10 65 25 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Ke?pala
. Daerah tentang Penjabaran
Tentang Penjabaran Perubahan Kepala Daerah
Perubahan APBD p
Koordinasi dan Jumlah dokumen Regulasi
30 10 30 30 |Penyusunan Regulasi Serta serta kebijakan bidang
Kebijakan Bidang Anggaran Anggaran
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen hasil
10 10 60 20 Anggaran Pendapatan perencanan pendapatan
Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen hasil
20 50 20 10 Anggaran Belanja Daerah koordinasi Per?ncanaan
anggaran belanja daerah
Pembinaan Penganggaran nggr?liiﬁt?rfﬁtﬁigin
50 10 20 20 |Daerah Pemerintah 5 P
Kabupaten/Kota penggaran daerah
pemerintah kabupaten/kota
e T e [ G Persentase Pengelolaar.l
s o Data dan Implementasi
Implementasi Sistem . .
. . Sistem Informasi
Informasi Pemerintah .
. Pemerintah Daerah
Daerah Lingkup .
Lingkup Keuangan
Keuangan Daerah
Daerah
. Jumlah dokumen hasil
Implementasi dan .
. . Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem . .
. . Pemeliharaan Sistem
50 50 Informasi Pemerintah . .
. Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan .
Daerah Bidang Keuangan
Daerah
Daerah
Jumlah orang yang
Pembinaan Sistem mengikuti Pembinaan
Informasi Pemerintah Sistem Informasi
30 40 20 10 [Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Bidang

Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Keuangan Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota




KSI
AN 2024
JANGAN DAERAH

6,149,981,000

12
Dokumen 6,149,981,000
2,091,254,000
4 Laporan 2,091,254,000

9,299,733,500
1 Dokumen 400,642,500
1 Dokumen 249,990,500
1 Dokumen 499,988,000
1 Dokumen 499,994,500
43 OPD/ 199,993,000
Dokumen
43 OPD/ 199,994,000
Dokumen
2 Dokumen 1,999,968,000




2 Dokumen 1,999,809,000
7 Dokumen 1,499,996,000
1 Dokumen 399,996,000
2 Dokumen 499,968,000
56 Orang 849,394,000
799,937,000

2 Dokumen 199,994,000
8 Orang 599,943,000

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE. M.Si
Pembina TK.1 / IVb
Nip. 19801209 200604 2 019




Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

RENCANA A
TAHUN ANGGAR
BADAN PENGELOLAAN KE!

Persentase Unit Kerja
Yang Melaksanakan
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan

Daerah

Rekonsiliasi dan Verfikasi
aset, Kewajiban, ekuitas,

Jumlah dokumen hasil
Rekonsiliasi dan Verfikasi

25 25 25 25 Pendapatan, belanja, Biaya, aset, Kewajiban, .ekulltas,
pendapatan-LO dan beban Pendapatan, belanja, Biaya,
pendapatan-LO dan beban
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Penyusunan laporan
25 25 25 25 |Pertanggungjawaban bulanan, triwulan dan
Pelaksanaan APBD bulanan,| semesteran OPD yang tepat
triwulan dan semesteran waktu
Konsolidasi laporan
Jumlah Laporan Keuangan
25 25 25 25 keuangan SKPD, BLUD dan OPD dan BLUD yang
Laporan Keuangan Akuntabel
Pemerintah daerah
Koordinasai dan
penyusunan Rancangan Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi| Pelaksanaan APBD Provinsi
50 40 10 dan Rancangan Peraturan | dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Kepala Daerah tentang
Penjabaran Penjabaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
l}; ;lzlgiunan Analisis Jumlah analisis laporan
50 50 keuangan pemerintah

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

daerah yang akuntabel







WKSI
AN 2024
UANGAN DAERAH

2,499,906,500

1 Dokumen 399,996,000

12 Laporan 499,982,000

1 Laporan 399,938,000

2 Dokumen 1,000,000,000

1 Laporan 199,990,500

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE.,M.Si
Pembina TK.1 / IVb
Nip. 19801209 200604 2 019




RENCANA Ak
TAHUN ANGGARA

BADAN PENGELOLAAN KEU

SASARAN TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/S
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UB KEGIATAN INDIKATOR
TWI | TWII | TWII | TWIII
Terselenggaranya
I Pemerintahan yang PROGRAM PENGELOLAAN
baik dan bebas dari LG AL A1
Persentase Unit Kerja
Koordinasi dan Yang Melaksanakan
A Pengelolaan Koordinasi dan
Perbendaharaan Daerah Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen hasil
1 100 Pengelolaan Kas Daerah Pengelol;z:rliis Umum
Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen hasil
2 100 Pengendalian dan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD dan SPD
Koordinasi, Pelaksanaan lgsg:‘l;&i?];tgigaifil
Kerjasama dan Pemantauan kerjasama dan Pemantauan
3 100 Transaksi Non Tunai . .
transaksi non tunai dengan
dengan Lembaga Keuangan lembaga keuangan bukan
Keuangan Bukan Bank BANK
Jumlah Laporan hasil
Realisasi penerimaan dan
Koordinasi dan pengeluaran kas dan
Penvusunan Laporan Penyetoran Perhitungan
yusu P fihak ketiga ( PFK) dan
realisasi Penerimaan dan laporan Hasil Koordinasi
Pengeluaran Kas daerah,
4 100 Laporan Aliran kas ,dan dalam rangl.<a .Penyus.u ran
Pelaksanaan Pemungutan / laporan realisai Penerimaan
Pemotonean dan & dan Pengeluaran kas daerah
5 , , laporan aliran kas dan
Penyetoran perhitungan pelaksanaan Pemungutan
pihak Ketiga (PFK) /Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketioa ( PFK)
o Jumlah Dokumen hasil
Rekon.51la51 data Rekonsiliasi Data
penerimaan dan Penerimaan dan
5 100 pengeluaran Kas serta Pengeluaran Kas serta
pemungutan dan pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D Pemotongan Atas SP2D
dengan instansi terkait dengan instansi terkait
. Jumlah orang yang
Pembinaan Penatausahaan meneikuti Pembinaan
6 100 keuangan Pemerintah 8

kabupaten/Kota

Penata Usahaan keuangan
Pemerintah Daerah
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Malinau, 31 Januari 2024

JADWAL KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN ClGEA TWI TWII TWIII TWIV
1 2 5 8 10 11 12
2,147,288,000
2,147,288,000
4 Dokumen 599,996,000
56
Dokumen 299,957,000
12
Dokumen 199,953,000
12 Laporan 359,986,000
56
Dokumen 299,928,000
56 Orang 387,468,000




Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE., M.Si
Pembina TK.1 / Ivb
Nip. 19801209 200604 2 019




Pengelolaan Barang Milik
Daerah

RENCANA A
TAHUN ANGGAR
BADAN PENGELOLAAN KE!

Persentase Unit Kerja
Yang Melaksanakan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Penyusunan Standar
Barang Milik Daerah dan

Jumlah Standar Barang
milik Daerah dan Standar

20 40 40 20 Standar Kebutuhan Barang | Kebutuhan Barang Milik
Milik Daerah Daerah
Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penata
25 25 25 25 Milik Daerah usahaan BMD
- .., |Jumlah Laporan Hasil
I
10 40 40 10 Sl;ir;tl?rlsam Barang Milik Inventarisasi (LH) Barang
Milik Daerah
e Jumlah Dokumen Hasil
Optimalisasi Penggunaan, .
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan Pemanfaatan,
15 35 35 15 ganarn, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
engahapusan barang milik Pemusnahan dan
pengaiap g Penghapusan Barang Milik
Daerah
Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Jumlah Laporan Hasil
25 25 25 25 |penyusunan laporan Rekonsilasi dan penyusunan
barang milik daerah Laporan BMD pada SKPD
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Barang
25 25 25 25 barang milik daerah Milik daerah yang disusun.
Pembinaan Pengelolaan Jumlah orang yang
50 50 barang milik daerah mengikuti Pembinaan
Pemerintah kabupaten pengelolaan aset/barang

/kota

Opd mengikuti diklat teknis
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4,502,230,000
200

Dokumen 199,988,100
56 Laporan 499,989,500
1 Laporan 2,572,318,700
4 Dokumen 399,985,500
56 Laporan 299,991,000
2 Laporan 329,990,200
56 Orang 199,967,000

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Malinau,



Martha Daring, SE., M.Si
Pembina TK.1 / Ivb
Nip. 19801209 200604 2 019




Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

RENCANA £
TAHUN ANGGAFR
BADAN PENGELOLAAN KE

Persentase Unit Kerja Yang
Melaksanakan Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Analisa dan pengembangan
Pajak daerah Serta

Jumlah Dokumen Analisis

25 [ 25 | 25 | 25 Penyusunan Kebijakan pengen;)bangz}nln Pajak
pajak daerah aera
Penyuluhan dan Jumlah laporan pelaksanaan
50 25 25 |Penyebarluasan Kebijakan penyuluhan dan N
Pajak daerah penyebarluasan kebijakan
Pajak Daerah
Pengelolaan, Pemeliharaan J ur:lalll [l‘aporan hals,ﬁ
25 25 25 25 |dan Pelaporan Basis Data pengelolaan, pemetiharaan
Pajak Daerah dan pelaporan basis data
dan pajak daerah
Penetapan wajib pajak Jumlah Dokumen Wajib
25 25 25 25 daerah Pajak Daerah
Penelitian dan Verifikasi gﬁn ll(alg)okumei'.lllyandg telah
25 25 25 25 |data Pelaporan Pajak akukan penefitian dan
daerah verifikasi data pelaporan
pajak daerah
Pengendalian, Pemeriksaan .
25 25 25 25 |dan Pengawasan Pajak ]umlah. Dokumen Hasil
Daerah Pemeriksaan
Pembinaan dan Jumlah laporan pembinaan
25 25 25 25 |Pengawasan Pengelolaan dan pengelolaan Pajak

Retribusi Daerah

Daerah dan Retribusi
Daerah
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5,151,707,200

10
Dokumen 499,989,500
17 Laporan 2,572,318,700
12 Laporan 299,749,000

200
Dokumen 199,912,000
1 Dokumen 384,198,000

17
Dokumen 599,072,000
2 Laporan 596,468,000

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE.,M.Si
Pembina TK.1 / Ivb
Nip. 19801209 200604 2 019




Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah

Administrasi Pendapatan

RENCANA
TAHUN ANGGA
BADAN PENGELOLAAN K

Jumlah Laporan
Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah

50

50

Objek Pajak Daerah

Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Pendataan dan Pendaftaran

Jumlah data Pendapatan dan
Pendaftaran Objek Retribusi

Daerah

Persentase Unit Kerja Yang
Melaksanakan Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Perencanaan Pengelolaan

Jumlah Dokumen Perencana

25 25 25 25 Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) serta |Jumlah Pemungutan Objek
30 30 30| 10 Bea Perolehan hak atas Pajak PBB P2
tanah dan bangunan
(BPHTB)
Jumlah laporan
permasalahan yang telah
50 25 25 Pelayanan dan Konsultasi |ditindaklanjuti dan yang
Pajak Daerah belum ditindaklanjuti
dokumen pelayanan dan
konsultasi pajak daerah
Jumlah Dokumen tertagihan
25 50 | 25 |Penagihan Pajak Daerah  |WP yang memiliki Piutang

Pajak
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49,999,500

6 Dokumen

49,999,500

1,198,628,100

2 Dokumen 199,988,100
2 Objek

Pajak 398,750,000

3 Laporan 199,931,000

2 Dokumen 399,959,000

Malinau, 31 Januari 2024



Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE., M.Si
Pembina TK.1 / IVb
Nip. 19801209 200604 2 019




Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

RENCANA.
TAHUN ANGGAI
BADAN PENGELOLAAN Kl

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan

25 25 25 25 |Penyusunan Dokumen RKA-| Laporan hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
50 50 ggg;ﬁ:;ﬁ: ?)Icl)kumen Jumlah Dokumen
perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
L. Kinerja dan Ikhtiar Realisasi
Koordinasi dan e
Kinerja SKPD dan laporan
100 Penyusunan Laporan hasil koordinasi
Capaian Kinerja dan Ikhtiar penyusunan laporan
Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi
25 25 25 25 Daerah Kinerja SKPD
Administrasi ]ur'nlah ASN/Non ASN yang
. dilakukan Pendataan dan
kepegawaian Perangkat . .
Pengelolalaan Administrasi
Daerah .
Kepegawaian
Jumlah ASN/Non ASN yang
50 50 Pendataan dan Pengolahan | dilakukan Pendataan dan
Administasi Kepegawaian | Pengelolalaan Administrasi
Kepegawaian
Koordinasi dan Koc)]:c;‘[illizlslilc‘l?;o;gai::ﬂaan
25 25 25 25 |Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian

Sistem Informasi
Kepegawaian




Monitoring, Evaluasi, dan

Jumlah Laporan Hasil

10

25 25 50 Penilaian Kinerja Pegawai Morlnt.orlng., EVE.lluaSI, dan.
Penilaian Kinerja Pegawai
o . Jumlah Administrasi Umum
Administrasi Umum "
Perangkat Daerah yang dilaksanakan Secara
Akuntabel
Penyediaan Peralatan dan | Jumlah paket Peralatan dan
25 25 25 25 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
. Jumlah Barang Cetak dan
Penyediaan Barang Cetakan .
25 25 25 25 dan Penggandaan Penggada.\an yangdi
sediakan

Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

Persentase Pengelolaan
Data dan Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan
Daerah

50

50

Inventarisasi dan Analisis
Data Bidang Keuangan

Jumlah Dokumen hasil

Infentarisir dan analisa

data Bidang Keuangan
daerah
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1,512,862,500

1 Dokumen 612,956,000

1 Dokumen 99,941,000

4 Laporan 399,989,500

2 Laporan 399,976,000

999,720,000

50 Orang 299,720,000

1 Laporan 300,000,000




1 Laporan 400,000,000

899,999,000

35 Jenis 600,000,000

4 Paket 299,999,000

99,996,000

1 Dokumen 99,996,000

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE. M.Si
Pembina TK.1 / IVb
Nip. 19801209 200604 2 019
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